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KIMISKINAN DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM
; PERSPEKTIF GLOBALISASI

Moh. Bahzar
Bbstraksi

-~ bidaya, ekonomi dan politik) yang terjadi akhir-akhir ini
.: Hilak seharusnya berhenti pada tahapan dekontruksi saja,

Reformasi dalam berbagai bidang (sosial,

;' atlinya, akan berdampak menjadi “realitas anarki” yang
menakutkan dan menimbulkan trauma sosial, tetapi harus
:‘ Juga ditindak lanjuti dengan proses rekontruksi. Upaya
tekontruksi  tersebut seharusnya dimulai dengan
ivvitalisasi budaya tradisional yang selama ini dipandang
masih efektif menjadi kontrol sosial. Artinya, kemiskinan
yang memungkinkan ditempatkan sebagai sebab sekaligus
nkibat perubahan social pada aspek pembangunan di era
plobalisasi, harus segera diatasi agar perubahan social
berlangsung  secara dinamis dan  kontributif bagi
pencapaian tujuan pembangunan.

Kata Kunci : kemiskinan, perubahan sosial, globalisasi

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi perhatian
banyak pihak untuk sekian lama. Tetapi kemiskinan masih
menjadi masalah di banyak negara berkembang termasuk
Indonesia. Penyebabnya antara lain adalah adanya kekeliruan
dalam strategi besar dan kelemahan dalam pelaksanaan
pembangunan nasional. Strategi pertumbuhan ekonomi yang
cepat serta tidak dibarengi dengan pemerataan, pilihan pinjaman
luar negeri untuk sumber pembiayaan dengan paket pola

pembangunan dari donor yang tidak sesuai dengan kebutuhan

Drs. Moh. Bazar, M.Si adalah Dosen PPKn FKIP - UNMUL Samarinda
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riil masyarakat, kebijakan fiskal dan moneter yang tidak pro
kaum miskin, pengelolaan sumberdaya alam yang kurang hati—i

hati dan tidak bertanggung jawab, tumbuh suburnya budaya

materialistis,

lapisan masyarakat, praktek KKN yang sistemik dan kronis dari
aparat, politik pertanahan yang tidak adil, perencanaan |
pembangunan yang bersifat top down, pelaksanaan pProgram yang
berorientasi keproyekan, liberalisasi perekonomian yang terlalu
dini tanpa persiapan yang memadai dan kebijakan pendukung
telah

yang kurang memperhatikan kelompok  miskin
meminggirkan rakyat kecil.

Kemiskinan

menciptakan sub kultural tersendiri, yang biasanya muncul
dalam suatu masyarakat yang sistem sosial ekonominya secara

keseluruhan terlibat dalam proses transformasi menuju sistem

kapitalistis. Budaya kemiskinan biasanya muncul secara

struktural dimana gejalanya tampak pada beberapa ciri, seperti i

upah kerja yang rendah akibat sistem produksi diarahkan

kepada usaha untuk memaksimalkan keuntungan bagi

pengusaha. Tata nilai golongan pengusalra lebih berorientasi ?

kepada akumulasi kekayaan dan efisiensi sehingga mengabaikan

aspek-aspek sosial dari para pekerjanya.

berkembangnya

terjadinya tingkat penganguran masyarakat cukup tinggi.
Kondisi tersebut menjadi semakin parah dengan posisi yang 1
serba sulit karena lemahnya akses terhadap organisasi sosial
ekonomi maupun politik bagi mereka yang berpenghasilan |

rendah.

Tumbuhnya budaya materialistis, adanya krisis moral dan
lemahnya penegakan hukum menyebabkan suburnya praktek
KKN yang sistemik dan kronis dari para oknum aparat dan

pengusaha yang membawa kebangkrutan negara dan belum

globalisasi yang semakin merebak ke berbagai

itu memiliki suatu dinamika yang dapat “

para

Dampak dari
sistem kapitalisme tersebut menyebabkan ]

A
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N

pulihnya perekonomian nasional. Akibatnya, kelompok rakyat
kecil
sebaliknya ikut menanggung beban akibat misplanning dan

semakin tidak menikmati hasil pembangunan dan

mismanagement dari kebijakan pembangunan itu sendiri.
Melihat realitas di atas, kemiskinan sebagai penyebab
akibat

meninggalkan banyak masalah krusial. Pengentasan kemiskinan

sekaligus perubahan social di era globalisasi
selanjutnya memerlukan langkah solutif yang tidak mudah.
Untuk itu, problema kemiskinan tentu sangat menarik untuk
ditinjau ulang. 3

Berkaitan dengan ilustrasi kemiskinan yang masih terus
berlanjut di tengah-tengah perubahan dan dinamika masyarakat,

apalagi kemsikinan jika ditinjau sebgai akibat derasnya

globalisasi, maka tulisan ini- akan menelusuri  implikasi
pembangunan dalam perspektif perubahan social di era
globalisasi.
PEMBAHASAN

Kebijakan industrialisasi yang kurang mendasarkan pada
kandungan muatan lokal sebagai mesin  pertumbuhan

menjadikan sektor ini amat tergantung dengan pihak luar, rawan
terhadap gejolak moneter internasional serta sektor pertanian
dan perekonomian perdesaan.

Hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan
bahwa betapa rapuhnya fondasi pembangunan kita di masa lalu.
Prof. Sarbini mengemukakan bahwa kita belum mempunyai
grand strategy pembangunan yang utuh dan begawan ekonomi,
almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo telah menghimbau
perlunya segera menyusun strategi besar ekonomi pasca krisis

yang berorientasi masyarakat.
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Dari kalangan penggagas dan perumus grand strategy ini,
ikhtiar untuk memberikan kontribusi dan advokasi dalam
penanggulangan kemiskinan dan menegakkan hak-hak orang
miskin sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Seluruh proses.
yang dijalankan kalangan masyarakat sipil itu menegaskan fakta 1
bahwa: wajah kemiskinan sangat kompleks dan memiliki ciri
kedalaman kemiskinan yang berbeda ditiap komunitas dan |
wilayah, kemiskinan juga semakin meluas pada sektor dan
komunitas tertentu karena tekanan eksternal, terutama terjadinya -
krisis ekonomi politik, yang muncul kepermukaan melalui fakta-
fakta: membesarnya jumlah komunitas miskin kota yang hidup
didaerah-daerah rawan kesehatan dan lingkungan; mahalnya
akses pelayanan jaminan sosial di desa maupun kota, semakin :
lemahnya kontrol petani kecil atas tanah pertanian, swastanisasi
pengelolaan hutan negara yang mendesak perumusan kembali ]
hubungan petani sekitar hutan dengan “pengelola” hutan negara !
yang ternyata juga tidak menguntungkan petani, banyaknya i
kasus perdagangan manusia (perempuan dan anak perempuan f‘
sebagai tenaga kerja tanpa dokumen di negera lain), korban
eksploitasi seksual di dalam dan di luar negeri. Yang disebut ‘
terakhir ini, juga memperkuat fakta semakin meluasnya wilayah
feminisasi kemiskinan. :

Fakta-fakta kunci itu dalam konsultasi publik yang
terselenggara, ternyata juga didapati kenyataan ironi, bahwa .
respon  pemerintah-meski telah memahami kenyataan :
kemiskinan yang multidimensi-dilaksanakan dengan pendekatan
yang menyeragamkan fakta kemiskinan, dan menggantungkan 4
pada dukungan dana donor. Akibatnya kemudian, persoalan-
persoalan penanggulangan kemiskinan semakin memburuk. i

Dari  keseluruhan proses yang dijalankan kalangan
masyarakat sipil itu pula dapat dinyatakan bahwa pilihan !

tindakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan

@ Woh. Bahzar - Kemiskivan dan Derubahan Sosial Dalam

pemerintah sangat reduksionistik, dianggap tidak memadai lagi,
dan untuk itu, perlu ditinggalkan.

Untuk konteks Indonesia, Negara kita masih menghadapi
masalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan ekonomi antara
kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok
masyarakat berpendapatan rendah, kesenjangan antara satu
wilayah dengan wilayah lain. Tingkat kemiskinan pun berbeda
dari satu wilayah dengan wilayah lain. Beberapa daerah yang
tidak mempunyai sumber alam tapi lebih kaya dari daerah yang
mempunyai sumber daya alam melimpah. Hal ini tentu
merupakan ironi pembangunan.

Pemerintah membuat

daerah dimanapun berupaya
kebijakan ekonomi untuk melepaskan daerah mereka dari belitan
kemiskinan. Namun mereka tidak pernah berhasil menghapus
kemiskinan dari wilayah mereka. Sampai saat ini masih banyak
orang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi adalah cara yang
tepat suatu daerah melepaskan diri dari kemiskinan. Strategi
pertumbuhan ini percaya bahwa efek menetes ke bawah akan
terjadi dengan sendirinya.

Wilayah yang mempunyai banyak penduduk miskin
disebut wilayah miskin. Wilayah miskin ditandai oleh
pendapatan perkapita yang rendah, produktivitas penduduk
yang rendah, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan
kesenjangan yang tinggi antar yang kaya dan yang miskin.
Kemiskinan mencakup pula ketidaksetaraan secara sosial, rasa
tidak aman, buta huruf, kondisi kesehatan yang buruk,
kesempatan terbatas untuk berkembang, atau tidak mempunyai
kesempatan sama sekali untuk pengembangan diri dan tidak ada
kesempatan untuk realisasi diri.

Pembangunan ekonomi regional berupaya mengurangi

kemiskinan. Memang dalam berbagai literatur dipakai istilah
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Percaya bahwa strategi utama pembangunan suatu negara |
L |

menghapus kemiski e j
iIskinan, tapi ini hal yang mustahil dilaku
retorika pemerintah

;Mﬁlnh pertumbuhan ekonomi atau dalam

Kemiskinan dilj
ilih : i
that sebagai cara hidup yang ditandai
sar kue pembangunan. Mereka |

kons i i

fasﬂi:::s; eksaell(:n yang rendah, tidak mempunyai akses terhad,

s o uata.uf, tingkat kualitas pendidikan yang renda

P SOSiZI llljal akses terhadap fasilitas perumahan

kekurangan & m..Secara .u1‘11um kemiskinan dapat dilihat d
ateri, pendidikan dan kesehatan yang renda

kerent iski
anan orang miskin terhadap berbagai resiko, dan #

il baru  yaitu memberbe
i puicaya jika pertumbuhan telah tercapai maka secara otomatis

ghan terjadi pemerataan karena proses menetes ke bawah |

i langsung secara otomatis.

: !
e e g 2 Il

Krisis ekonomi selain menghancurkan perekonomian I

~ nkro juga menghancurkan ckonomi rumah tangga. Banyak ‘
kejadian rumah tangga masuk dalam perangkap kemiskinan

kronis (clhronic poverty) sefelah krisis. Rumah tangga yé.ng

swalnya hanya bertahan hidup setelah krisis bertambah buruk

upaya melalui :
ui berbagai program dalam rangka mengura
Akibat lanjutan dari krisis ekonomi adalah

tingkat kemiskinan di daerahnya
/ kondisi ekonominya.
lragmentasi keluarga dan yang paling menderita dalam hal ini

adalah perempuan. Tingkat perceraian meningkat sebagai akibat

semakin banyak orang yang stres.

Kemiskinan adalah masalah yang harus diatasi setiap |

(dacrah. Kemiskinan merupakan masalah multi-dimensi, jadi |
I
i

bukan semata mata masalah ekonomi atau masalah |
|
(i

g selama ini dipahami.

kemislf?;izig?i ksaa(; lini Ifldonesia masih terus berkutat denga
eihonn t.elaha bl ;n(%mg dengan awal kemerdekaan, saat i y
Sl " er.asxl menekan kemiskinan, namun belum
e 2 l}: erhasil 'menuntaskan kemiskinan. Salah satu,

esar yang dihadapi berbagai wilayah di Indonesidl

adalah k .
€senjangan eko i
nomi atau ketimp: '
pangan ekonomi j
antara
pengembangan su mberdaya manusia yan

kelompok m
asyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok,,__
v ula hak untuk bersuara, hak untuk I

i
“:;Z}}’]Z;akz;t berpend.apatan rendah, kesenjangan antara satu
kemiSkinaner:jan .WIIayah lain. Jangan heran jika tingkat
e au ]ur:.nlah. orang yang berada di bawah garis
i pi):;rty Cllme) juga bervariasi dari satu daerah dengan
salt g ;lda dzer zf;a?l yang penduduk miskinnya sangat
s st ah lain yang p.enduduk miskinnya sedikit. |
i g . p'aya. .telah : dilakukan pemerintah untuk :
ey e egeri ini dari belitan kemiskinan. Ketika 1
an orde baru naik ke tampuk kekuasaan para

Kemiskinan menyangkut p
memperjuangkan nasib mereka. Jika hak ini tidak ada maka

orang miskin sangat rentan terhadap kesewenangan dan korupsi. |
Ini menyangkut pula kurangnya kebebasan bertindak, kebebasan “
memilih dan kesempatan (Pegg; 2003).

Masalah kemiskinan ini bukan saja menjadi masalah
masing masing wilayah tapi sudah menjadi komitmen bersama
secara global untuk menghapusnya. Oleh karena itu upaya
penghapusan kemiskinan selalu melibatkan lembaga donor
internasional. Dalam upaya tersebut Bank Dunia dan lembaga
rnasional lain mencanagkan Millenium Developmen Goals

peIIlbuat kebllakan dan perencana pen‘] bang‘"nan ekon omi

percaya .
yYa bahwa Indonesia akan bebas dari kemiskinan jika inte
(MDGs) (Sachs; 2005). Ini adalah komitmen politik yang harus |

menerapkan strategi
gl pembangunan yang mempunyai efek
Ada beberapa tujuan I

menetes ke bawah (trickl H
d
e Aowmn e eCtS). ]ara pengaIlUt teoli u‘ u‘ ; . :
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yang ingin dicapai melalﬁi program MDGs ini seperti:
Menghapus kemiskinan ekstrim atau kronis
Memberikan pendidikan dasar bagi semua anak .
Menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan
Mengurangi tingkat kematian bayi

Mengurangi tingkat kematian ibu melahirkan
Menghambat penyebaran penyakit menular hiv /aids
Menjamin pelestarian lingkungan

P NS Ok 0N

Membangun kerjasama pembangunan secara global.

Lembaga internasional sudah mempunyai komitmen agar.
program MDGs ini sudah terlihat hasilnya pada tahun 2015,
Masalah kemiskinan ekstrim sudah harus berakhir pada tahun

2025. Hal ini berarti sebelum 2025 banyak negara sudah keluar
dari jebakan kemiskinan. Dalam rangka keberhasilan program ini

perlu ada komitmen keuangan dari negara maju membantu

lembaga lembaga donor internasional (Sachs; 2005).

Di negara mana pun upaya menghapus kemiskinan tidak .
mungkin dilepaskan pada sektor swasta tapi merupakan tugas '_
utama pemerintah. Namun pemerintah perlu menyadari bahwa ‘
pembangunan ekonomi regional merupakan suatu proses jangka
panjang dan bukan unutk jangka pendek (The NGO Committe :
for Social Development 2003). Oleh karena itu ketika pemerintah
daerah membuat rencana pembangunan regional yang perlu
diperhatikan adalah dimensi keberlangsungan. Untuk itu

pemerintah perlu menyadari beberapa hal berikut:

1. Perlu pemahaman pemerintah bahwa projek pembangunan ;‘

selalu untuk jangka panjang;

2. Konsekuensinya perlu ada tanggung jawab jangka panjang !

untuk manajemen dan pengéwasan;

3. Pemerintah harus menyediakan infrastruktur dan teknologi

dasar;

4. Menjamin stabilitas sosial dengan menciptakan satbilitas

g‘ ol Bahzar - Kemiskinan dan Derubahan Sosial Dalam . ... ks

politik sehingga tidak terjadi perang dan konflik sosial.
I’engentasan kemiskinan tidak mungkin terjadi di daerah
yang tidak aman dan penuh konflik;

" Mengntegrasi pelayanan sosial dengan struktur ekonomi;

1. Menghapus korupsi; dan

/. Melakukan streamline struktur birokrasi.

Dalam upaya menghapus kemiskinan ada beberapa
masalah yang sering dihadapi pemerintah di negara berkembang
yaitu, konsep, konten, koordinasi, korupsi, dan kontinuitas.
Masing masing akan dibahas lebih rinci. Walaupun yang
(iungkapkan ini masalah yang banyak dialami di negara
herkembang diasia Selatan dan Afrika, namun tidak berarti tidak
lerjadi di Indonesia.

I Masalah konsep. Pemahamat konsep kemiskinan oleh
pemerintah daerah turut pula berpengaruh pada strategi
pengentasan kemiskinan. Sering pemerintah tidak
bersungguh-sungguh ingin menghapus kemiskinan tapi
dipakai sebagai komoditas politik untuk mendapatkan
legitimasi dari masyarakat. Misalnya, dalam hal kelangkaan
pupuk misalnya, pemerintah membuat kebijakan pengadaan
pupuk agar partai yang berkuasa semakin populer dan
mendapat suara banyak dalam pemilu.

2. Masalah konten. Kelemahan pengentasan kemiskinan bisa
disebabkan oleh konten yang kurang. Misalnya, pengentasan
kemiskinan sering bersifat top- down dan kurang melibatkan
aspirasi masyarakat bawah. Pemerintah daerah tidak
mempunyai pengetahuan tentang kondisi lokal sehingga
upaya pengentasan kemiskinan lebih banyak mengandalkan
buku-buku teks umum yang tidak bersentuhan dengan realita

kemiskinan masyarakat setempat.

3. Masalah koordinasi. Masalah yang sering muncul di lapangan

adalah terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam
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pengentasan kemiskiﬁan. Sering program kerja satu lemba
tumpang tindih dengan lembaga lain atau m
bertentangan. Hal semacam ini terjadi karena koordinasi a
lembaga sangat lemah.
4. Masalah korupsi. Banyak pengalaman menunjukkan prog
pengentasan kemiskinan tidak berjalan dengan baik ka
ada bagian dana yang hilang. Korupsi menyebabki
pemberdayaan masyarakat miskin tidak mencapai tingki
kualitas seperti yang diharapkan. Korupsi tidak selamany
tidak dalam bentuk uang. Bisa terjadi bahwa sasaral
pemberdayaan yang seharusnya untuk orang miskin ternya:'
dinikmati orang kaya di suatu wilayah karena kelompok i
mempunyai pengaruh politik yang lebih kuat. Kita sering
mendengar pemberian dana yang
masyarakat miskin diterima mereka yang mampu. Akibatnya

masyrakat miskin tetap bergelut dalam kemiskinan.
5. Masalah kontinuitas.

seharusnya un

Dalam hal pengentasan kemiskinan
sering terjadi pergantian rezim tidak mendukung kebijakan
sebelumnya. Hal ini terjadi karena ada kesombongan‘
kekuasaan seorang kepala daerah tidak ingin hidup dalam:
bayangan kepala daerah sebelumnya. Dalam kaitan dengan
pengentasan kemiskinan setiap program hanya bertahan ]
terbatas pada masa kekuasaan seorang kepala daerah. Kondisi
seperti ini tidak menguntungkan masyarakat miskin karena |
program pemberdayaan bisa berhenti setelah masa kekuasaan
Sseorang pejabat berakhir.

Berkaca dari langkah alternative dan solutif tersebut, '

masalah kesehatan dan pendidikan menduduki peringkat
tertinggi untuk mendapat perhatian
menyediakan peluang dan

serius. Dengan ‘i
fasilitas

pendidikan seluas mungkin bagi rakyat,

kesehatan dan

negara secara
langsung sudah membagi aset untuk masa kini dan masa
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depan. Kesehatan dan pendidikan adalah area dimana
negara dan pemerintah memiliki kendali untuk mer.10¥ong
rakyatnya bebas dari kemiskinan. Kesehatan dan pendidikan
ndalah jalur utama bagi kaum miskin dan kaum peremp.uan
untuk bebas dari pemiskinan dan kemiskinan. Pendidikan
dan kesehatan yang luas dan bermutu akan menaikkan
kesempatan ekonomi dan sosial bagi kaum miskin dan
perempuan menjadi rakyat yang kuat, warga negara yang

cerdas.

investasi masalah

Kurangnya perhatian dan pada

kenchatan dan pendidikan justru akan melanggengkan proses-
jiroses pemiskinan. Dengan begitu yang perlu dilakukan adalah:

I’rogram wajib belajar 9 tahun sepenuhnya harus didanai oleh
pemerintah termasuk pemembebasan SPP’ dan pengadaalf
buku teks mulai SD sampai SMA. Termasuk didalamnya gaji
guru SD dan SMA dan petugas kesehatan harus dikoreksi dan
dinaikkan sejajar dengan gaji anggota parlemen.

pendidikan seperti

belanja anggaran 20 bagi
ditetpakan oleh TAP MPR perlu segera dilaksanakan .dan
salah satu elemennya adalah membentuk Dana Beasiswa
Nasional untuk membantu orang tua dan murid yang miskin
untuk menikmati pendidikan sd sampai SMA hérus

disediakan oleh negara.

3. Perlu dibentuk Komisi Pendidikan Nasional Mutu sekolah

dasar dan menengah harus dirombak dan diperbaiki.

4. Posyandu dan puskesmas sebagai garda depan layanan

kesehatan publik bagi ibu dan anak harus mempe.rolh dana .
yang memadai guna menyelamatakan generasi hilang dan‘

menekan angka kematian ibu melahirkan. Termasuk. d%
dalamnya guna penediaan vitamin-vitamin dan immunisasi

yang sangat diperlukan.




b Lo

Jurnal IS Vol XII] Edisi Januari 201 2

KESIMPULAN 1

Kekéyaan yang melimpah di tengah ketimpangan da
kemelaratan adalah tidak bermoral dan tidak adil. Da -';
konteks ini, restrukturisasi relasi politik dan redistrib ?’
kekayaan adalah penting jawaban atas ketimpangan r
pemiskinan. Restrukturisasi bisa menjadi menjadi jalan b ,;
penerjemahan kembali hubungan rakyat dengan negaranya ya Ny
lebih adil. Dan sementara itu, redistribusi atas kuasa, a
kesempatan ekonomi dan sosial dapat dijadikan sebagai jawab,

atas marjinalisasi, ekslusi dan diskiriminasi.

Oleh karena itu, reformasi dalam berbagai bidang (sosiaf
budaya, ekonomi dan politik) yang terjadi akhir-akhir ini tida
seharusnya berhenti pada tahapan dekontruksi saja, artinya, aka is
berdampak menjadi “realitas anarki” yang menakutkan da ’
menimbulkan trauma sosial, tefapi harus juga ditindak lanjutif
dengan proses rekontruksi. Upaya rekontruksi
seharusnya dimulai dengan revitalisasi budaya tradisional yang
selama ini dipandang masih efektif menjadi kontrol sosia ‘
Artinya, kemiskinan yang memungkinkan ditempatkan sebagai‘;z
sebab  sekaligus akibat perubahan social pada aspek;
pembangunan di era globalisasi, harus segera diatasi agar

bagi pencapaian tujuan pembangunan.
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Abstract: Tujuan penélitian untuk mendeskripsikan:
tingkat pendidikan anak-anak Suku Dayak Ot Danum dan
lipologi konstruksi masyarakat suku Dayak Ot Danum
terhadap pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian
kualitatif, perspektif konstruksi sosial. Setting penelitian
ini yaitu kehidupan sehari-hari masyarakat desa Tumbang
Marikoi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung
Mas, Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil penelitian
disimpulkan: Pertama, tingkat pendidikan anak suku
ayak Ot Danum dipengaruhi oleh: 1) kondisi social-
¢konomi orang tua, 2) consciousness orang tua terhadap arti
penting’ pendidikan, dan 3) minat bersekolah anak. Kedua,
pemetaan  konstruksi masyarakat terhadap pendidikan
dapat dibedakan menjadi dua. Tipologi pertama, suku
Payak Ot Danum yang mengkonstruksi  bahwa
pendidikan  bernilai, bermanfaat, dan mampu
meningkatkan harkat dan martabat anak sekaligus orang
fua. Tipologi kedua, suku Dayak Ot Danum yang
mengkonstruksi  bahwa i)endidikan tidak mempunyai
makna apa-apa, tidak mampu memberikan kepastian
’ terhadap masa depan anak, dan tidak mampu
1 meningkatkan kesejahteraan anak di kemudian hari.
- Tipologi pertama, akan menyekolahkan anaknya hingga
'. pendidikan tinggi sesuai dengan kemampuan sosial-
| ¢konominya.
~ Kata Kunci : Konstruksi sosial, Suku Dayak Ot Danum,
'12 pendidikan sosial

,'mul Y. Bunu adalah Dosen Pendidikan limu Sosial FKIP - Universitas
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